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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelakanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggarawajib mengikutsertakan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publiksebagai upaya membangun sistem

penyelenggaraan Pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. peran serta

masyarakat menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.

Adanya peran serta masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan uu No.25 tahun 2009 maupun pp No.96 Tahun 2012

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman

Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat (sKM) unit penyelenggara pelayanan publik.

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan

masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas

pelayanan yang diberikan. peniraian masyarakat atas penyerenggaraan perayanan pubrik

akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,

sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

untuk mengetahui sejauh mana kuaritas perayanan Dinas perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi sebagai sarah satu penyedia rayanan

publik di Provinsi sumatera utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat

tentang penilaian pengguna rayanan pubrik terhadap perayanan yang diberikan. Dengan

berpedoman pada peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2oL7, maka telah dilakukan

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil sKM yang diperoleh dapat merangkum data

dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan pubrik untuk terus-menerus merakukan perbaikan sehingga

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya perayanan prima

maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat

terpenuhi.
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1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
o Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelakanaan Undang- Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelakanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Adapun sasaran dilakukannya

SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja

penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenSSara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



2.1 Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi Melalui Aplikasi Sikemas (Survei

Kepuasan Masyarakat).

2.2 Metode Pentumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan secara langsung dengan menggunakan

kuisioner/Anglst yang sudah disusun secara online dan langsung dibagikan oleh

Penyelenggara Pelayanan kepada Pengguna Layanan menggunakan Android atau Laptop.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan Menteri pAN dan

RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner

SKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur Pelayanan : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif Pelayanan : Biaya / tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Jenis Pelayanan : Produk jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. produk

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Xompetensi Pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perllaku Pelaksana Pelayanan : Perilaku pelakana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.
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8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai makud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. PenanSanan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada

waktu jam layanan. sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden

secara online sebagai penerima layanan dan secara otomatis hasilnya tersimpan dan

dapat dilihat melalui Rekapitulasi pada Aplikasi sikemas. Dengan cara ini penerima

layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang

bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan Sl(M

Survei kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Sikemas dilakukan setiap hari kerja

dan untuk mengetahui IKM dapat dilakukan secara periodik realtime dan evaluasi

dilaksanakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) triwulan.

No. xegiatan waktu pelaksanaan Jumtah

Hari Kerja
1. Persiapan Otomatis di Aplikasi 90
2. Pengumpulan Data Otomatis di Aplikasi 90
3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Otomatis di Aplikasi 90
4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Setiap TW / Semester 7

2.5 Penentuan Jumtah Responden

Dalam penentuan responden, menggunakan metode Accidental Sampling yaitu

metode penentuan sampel tanpa sengaja (accidental) dalam arti seluruh responden yang

dilayani dijadikan sampel.
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HASIT

3.1 Jumlah Responden SXM

Berdasarkan hasil pengu

BAB III

DATA SKM

mpulan data Periode 01 Juli - 30 September 2024

(Triwulan lll), jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 433 orang

responden, dengan rincian sebagai berikut :

1 Jenis Kelamin Laki 31s 73o/o

Perempuan 118 27%

2 Pendidikan SD 0 0%

SLTP 32 7 .390/.

SLTA 32L 74.L3%

Dt -Dilt -Dtv 72 2.77%

SI 68 L5.7%

S2 0 0o/o

3 Pekerjaan PNSANI/POLRI 27 6.240A

Pegawai Swasta 28 6.47%

Wirausaha/Usahawan 59 73.63%

Pelajar/Mahasiswa 27 6.240A

Lainnya 292 67.M%

IrI
IrI
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3.2 lndeks Kepuasan Masyarakat (Unit layanan dan Per Unsur l.ryanan!

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan

diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL LAPORAN PENILAIAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PER UNSUR PELAYANAN

PERIODE TW III TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA TEBING TINGGI

Nll.l P- UNr tar-,
lJ1 U2 U5 U6 U7 U8 ll9

1

{RTINI

36 100 1@ 1@ I@ l@ 1@ 1m 1@ 1m I@

2 7l 97.75 1@ 1@ 1(D 75 1@ 1@ 1@ 1& 10

3 244 84.0a a3 4a 79 85 8145 82.55 83 9€ 94.15

20 1@ 1m 1@ I& ro0 1@ 100 1@ 1@

5 1@ 1@ 101 1m 1m roo 100 i00

6 29 99.25 96.55 99.15 99.15 1@ 100 99.15 100 1@ 1m

1@ 100 1@ 1@ 1m 1@ 1m 1m 1@ 100

a 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

IKM per Unsur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Teblng Tlnggi

Periode TW lll Tahun 2024

4.000 3.866

3.500

3.000

2.s00

2.000

1.500

3.626 3.633 3.519 3.538 3.573 3.5 3.533

3.353

6

1.000
Pe6yaratan Prosedur Waktu Tarif Produk Xompetensi Perilaku Sarpras Pentaduan

83 84.04

100

o



BAB IV

ANATISIS HASIT SKM

4.1 Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Xelebihan Unsur layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui

bahwa :

1. Tarif Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,353. Selanjutnya Produk

Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,538 adalah nilai terendah kedua dan Kompetensi

Pelayanan termasuk tiga unsur terendah yang mendapatkan nilai 3,573.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan

mendapatkan nilai tertinggi 3.866 dari Prosedur Pelayanan 3,538 serta Sarana dan

Prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,633.

o Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai jenis layanan pengaduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa

pengaduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana

tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

o "Tarif Pelayanan Yang Dinilai Tidak Terjangkau"

o "Produk Pelayanan Yang Masih Belum Jelas"

r "Kompetensi Pelayanan Yang Dinilai Masih Rendah"

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

r Tarif Pelayanan yang dinilai semakin mahal dari sebelumnya

o Terdapat Produk pelayanan yang masih belum jelas pertanggungjawabannya

. Kompetensi Pelayanan yang dinilai perlu ditingkatkan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi

Publik (FKP) bersama masyarakat perwakilan pengguna layanan pada akhir tahun.
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Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka

pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil

SKM dituangkan dalam tabel berikut:

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan seca ra berkala atau melihatperubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untukmelakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap Iayanan yang diberikan, sebagaibahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan(tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggar a kepada masyarakat serta kinerjadari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan DinasPerumahan, Kawasan permukiman dan pertanaha n Kota Tebing Tinggi dapat dilihat

1
Tarif

Pelayanan

Peraturan Daerah
Kota Tebing Tinggi

Nomor 1 Tahun
2018 Perubahan
atas Peraturan

Daerah Kota Tebing
Tinggi Nomor 6

Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah

Sekretaris

2
Produk

Pelayanan

Sosialisasi produk

Layanan yang

Menjadi
Tanggungjawab

Dinas

Sekretaris

3
Kompetensi
Pelayanan

Memberikan
Pelatihan terhadap

Pelaksana pelayanan Sekretaris

Prioritas
Unsur

Waktu
TW TW TW
rililt

TW
IV

Penanggung

Jawab
No Program / Kegiatan

melalui grafik berikut :



98

96

94

90

88

85

u
82

87.75

Juli 5eptember

96

87

Nilai SKM Dinas Pe umahan, Kawasan Permukiman dan
Pertan han Kota Tebing Tinggi

lllTahun 2024

Agustus

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi nilai dari

penyelenggaraan pelayanan publik pada triwulan lll tahun 2024 hal ini menandakan

bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Tebing Tinggi belum konsisten melayani masyarakat dan perlu

perbaikan.
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BABV
KESIMPUTAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode triwulan mulai dari bulan Juli hingga September 2024, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

o Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Tebing Tinggi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang

yang baik dengan nilai SKM 90. Nilai SKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan fluktuatif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dari bulan juli hingga september 2024.

. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan

mendapatkan nilai tertinggi 3.866 dari prosedur pelayanan 3,633 serta sarana dan

prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,633.

ng Tinggi, Oktober 2024

s Perumahan, Kawasan Permukiman
an Kota Tebing Tinggi .

N NASUTION, S.T., M.Si.

0727 2003t21OO3

4
l

*
I l(

al{Hal,t

RUTi

?lu
oatl ?

0iltr
{Aw

CHAI

10



LAMPIRAN

1. Kuesioner

foR\n'uR
st?rTY xD.PtAs,l.\ lhsYAR{ti{T

Df\AS Pf,nt :rl{!i.r\. xan As,I\ Pf,L\ttrxDt {\ D.r-\ Pf,RTt\AE_{\
XOTA TEBIIG III\-'GGI

Nmr
Uqr

F.t rjr rr.or
Jsi3Lr).Er OBen. srianlD Xrluh S$rdF @SRS)

OP!o.&rir. P.ortaD.o Un .tl
O F!!dih.r.E J.Ln Lhrhloa&

trE.[.ralim ,rh Um 'h LidElo
tr DorrduE
El Pab*e RlElh Tiht Layt Hud (Rnfl)
O F.l6y!o& Pubil
O llum.h Snt l S.d.ib[, (IISS)
tr hmrl Surun !.drlor S,.{r (Itllll!!f,t)

11, B.Fi@E FApd sar&. EnoS t!r.{ri! Frr}rtro P.lryor dlrSui.ob FLyury1
!. Tidrk S6u.i
b- Ll[ 0r S6uai

2/9 LtaD! EtuEt.rdr. rE E l@ib la.tuFtyedi tnit in.
r. Ti&I Mudih
b. Kur0r M|nlh
.. M'drh
d. !j.!s.r ttd.b
lD Brlrio! !.idTd !.u(kr hmf t .?re rthu (LlD ld.rih FLyEr,
a. Ti&t C.p.t
b KunnS c.p,[
c C.?r!
d Siog,r C.p.r

{9 h!dm! FdTi t tkr llES bT{8. ftyDdddD p.trye.
a Sm8'l lltrhrl
b. C\,h!p Mlhrl

,9 LldmD Filp. rntur 6q FoA&FLyrm E )d! t.tEiE (Llo {.d-t Fhy-s ihCE h6t yrS

a. ridil s.$hi
b. Ktlof s6uii

d. snntal S.inri

5l, h!.iErE D.odryr .rtLr biq Looacarit ot.4u& PlrB& ibf6 9.Llu
!- Iid.t Xoup.Eo
b. Ku.&S Kosp.rn

d, S.$r.r f.oTet.!
7,9 EtriD.! D.adTi $&r EE F&hfgf,.rllEDdArelnbf f.ry-rhfrrrt&.
r. Ti&t SA& &o rr0ah
b Kunrl sop.o {ho miah

d s'lg iop'a ds r.0rt
&9 BriD.r Fdryn 5l&i ErtrthnliEi t.'ar daF ..r!-
.. Bunt
b. Artup
c. Brt
d sapr Bi&
9,9 Ltidr I.odTd rrlr balg Fm!-i r.atrfu FEEr Lyu.
!. Tid/* rd.
b Ad. Etrp( liht b.rnrngsi
c. BdnllSd f.[rug Mrtrinrl
d. Dt loL &oFo b6it

- T€n[u&asii -

11



2. Hasil Olah Data SKM
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakanS

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan publik dan peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayahan Publik, mengamanatkan penyelenggarawajib mengikutsertakan

masyarakat dalam penyelenSgaraan Pelayanan Publiksebagai upaya membangun sistem

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta

masyarakat menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.

Adanya peran serta masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Xepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik-

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan

masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas

pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik

akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,

sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan (ota Tebing Tinggi sebagai salah satu penyedia layanan

publik di Provinsi sumatera Utara, maka perlu diselengga.akan survei atau jajak pehdapat

tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan

pengukuran atas kepuasan masyarakat. HasilsKM yangdiperoleh dapat merangkum data

dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelengga.a layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima

maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagaiwarga negara dapat

tetpenuhi.
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1.2 Dasar Pelaksanaan Survel Kepuasan Masyarakat
. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelakanaan Undang- Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

. Peraturan MenteriPANRB Nomor 14Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelakanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Adapun sasaran dilakukannya

SKM adalah :

1. Mendorong partisipasimasyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja

Penyelengtara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengan dilakukan SXM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenBgara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang
perlu dilakukan atas hasilsurvei Kepuasan Masyarakat;

4. Oiketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kineria pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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BAB II

PENGUMPUIAI DATA SKM

2.1 Pelaksanaan sKM
Su.vei l(epuasan Masya.akat dilakukan secara mandiri pada Dinas perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi MelaluiAplikasi Sikemas (Survei

Kepuasan Masyarakat).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan secaG langsung dengan menggunakan

kuisionerAngket yang sudah disusun secara online dan langsung dibagikan oleh

Penyelenggara Pelayanan kepada Pengguna Layanan menggunakan Android atau Laptop.

Kuesioner terdiri atas 9 penanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Mente.i PAN dan

RB Nomor 74 "tahvn 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner

SKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur P€layanan: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayana., termasuk pengaduan.

3. waltu Pelaf.nan : Waktu pelayanan adalah jangka waltu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarlf Pelayanan : Biaya / tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Jenls Pelayanan : Produk jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yanS telah ditetapkan. Produk

pelayanan ini merupakan hasildari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. (ompetensi Pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus

dimilikioleh pelakana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.
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8. Sarana dan prasarana : Sarana i

dalam mencapai ,"*rro ,",td"'"n 

t"8ala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
) tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yahg

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengadua[, saran dan masukan : penanganan pengaduan, sarah dan

masukan, adalah tata cara pelakanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada

waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden

secara online sebagai penerima layanan dan secara otomatis hasilnya tersimpan dan

dapat dilihat melalui Rekapitulasi pada Aplikasi Sikemas. Dengan cara ini penerima

layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang

bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei kepuasan Masyarakat melaluiAplikasi Sikemas dilakukan setiap hari kerja

dan untuk mengetahui IKM dapat dilakukan secara periodik realtime dan evaluasi

dilaksanakan secara berkala sekali dalam 1 (satu)triwulan.

No. l(egiatan

1. Persiapan

2. Pengumpulan Data

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil

2.5 Penentuan Jumlah Responden

waktu Pelaksanaan

Dalam penentuan responden, menggunakan metode Accidental Sampling yaitu

metode penentuan sampel tanpa sengaja (accidental) dalam arti seluruh responden yang

dilayani dijadikan sampel.

Otomatis diAplikasi

otomatis diAplikasi

Otomatis diAplikasi

Setiap Tw / Semester

Jumlah

Hari Kerja

90

90

90

7
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BAB III

HASII- PENGOI.AHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Respond€r SfM

Berdasarkan hasil pengumpulan data periode 01 Oktober - 31 Desember 2024

{Triwulan lV), jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 433 orang

responden, dengan rincian sebagai berikut :

1 Jenis Kelamin Laki 241 59%

Perempuan 166 47%

Pendidikan SD 22

3 o.74%SLTP

274 67.32%STTA

5 1.23%ot- DIt- Dtv

725 10.72%sl

0 o%

3 Pekerjaan PNS/rNr/POLRT 78 79.1.5%

Pegawai Swasta 9.34%

wirausaha/Usahawan t2 2.95%

Pelajar/Mahasiswa 2 oA9%

Lainnya 2"1't 68.06%

5
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3.2 lndeks (epuasan Masyarakat (Unlt Layanan dan per Unsu. Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan

diperoleh hasilsebagai berikut :

TAEEL LAPORAN PENILAIAN HASIL SURVEI XEPUASAN MASYARAKAT

PER UNSUR PELAYANAN

PERIODE TW IV TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, XAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA TEBING TINGGI

IXM per Unsur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota TebinS Tinggi

Periode TW lv Tahun 2024

4,000 1.902

3.695 3.595 1.693 3,651 3,683 3.693 3.673

3.500 4.117

3.000

2.5CO

2.000

1 500

6

1.000
Pe6va.atan Pro*dur W.ku Produ* xodpdensa Pe.ilak! 5arp6 Pengadlan



BAB IV

ANAUSTS HAStt St(M

4.1 Analisls Permasalahan / (elemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui

bahwa :

1. Tarif Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.337. Selanjutnya Produk

Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,551 adalah nilai terendah kedua dan sarana

prasana termasuk tiga unsur terendah yang mendapatkan nilai 3,673.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan

mendapatkan nilai tertin8gi 3.902 dari Prosedur Pelayanan 3,695 serta prosedur

pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,695.

. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yan8 masuk melalui

berbagai jenis layanan pengaduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa

penSaduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana

tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

. '"Tarif Pelayanan Yang Dinilai Tidak Terjangkau"

. "Produk Pelayanan Yang Masih Belum lelas"

. "sarana dan Prasarana yang belum maksimal"

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

. Tarif Pelayanan yang dinilai semakin mahal dari sebelumnya

. Terdapat Produk pelayanan yang masih belum jelas pertanggungjawabannya

. Sarana dan Prasarana yang perlu perbaikan

4.2 Rencana Tindak Lanrut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

ahalisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya,

Pembahasan rencana tindak lanjut hasilsKM dilakukan melalui Forum Konsultasi

Publik (FKP) bersama masyarakat perwakilan pengguna layanan pada akhir tahun.
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Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka

pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang da.i 24

bulan), atau iangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil

S(M dituangkan dalam tabel berikut :

4.3 Tren NilaiSKM

Untuk membandingkan indek kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai

bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan

(tren)layanan publik yangtelah diberikan penyelenggara kepada masyarakat se.ta kinerja

dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas

Perumahan, (awasan Permukiman dan Pertanahan Xota Tebing Tinggi dapat dilihat

melalui grafik berikut :

8

1
Tarif

Pelayanan

Peraturan Daerah
Kota Tebing Tinggi

Nomor l Tahun
2018 Pen bahan
atas Peraturan

Daerah Kota Tebing
Tinggi Nomor 6

Tahun 2011tentang
Retribusi Daerah

Sekretaris

2
Produk

Pelayanan

Sosialisasi Produk
Layanan Yang

Menjadi
Tanggungawab

Dinas

Sekretaris

Sarana dan
Prasarana

Perbaikan Sekretaris

Prioritas
Unsur

Waktu
Program / Kegiatan TW TW TW

t l

Penanggung

lawab
1,lo



Nilai SKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tebing Tinggi

TW lV Tahun 2024

1@

98

96

94

92

90

88

86

u

91.75

90.75

a9

_IKM

Eerdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa te.iadi fluktuasi nila, dari

penyelenggaraan pelayanan publik pada triwulan lV tahun 2024 hal ini menandakan

bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Tebing Tinggi belum konsisten melayani masyarakat dan perlu

perbaikan.
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BA8 V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei (epuasan Masyarakat (sXM) selama satu

periode triwulan mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2024, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Perumahan, (awasan Permukiman dan

Pertanahan Kota TebingTinggi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang

yang baik dengan nilai SKM 91.75. Nilai SKM Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan fluktuatif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dari bulan oktober hingSa desember 2024.

. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan

mendapatkan nilaitertinggi 3.902 dari prosedur pelayanan 3,595 serta sarana dan

persyaratan pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,695.

Tinggi, Desember 2024

Perumahan, Kawasan Permukiman
an Kota Tebing Tinggi .

r{AsuTtoN, s.T., M.si.
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2. HasilOlah Data Sl(M

SD

oio33r

st

ItnA$asrarusa8a\|Afi

.;,21

5

123

12
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